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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURANBUPATIREJANGLEBONG 
NOMOR '1:,G, TAHUN 2019 

TENTANO 

PEDOMAN PENOELOl.AAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR 
SlPIL NEGARA MELALUI SISTEM SATU PINTU PAOA BALAJ PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN DANAU MAS HARUN BASTARJ DI LINGKUNOAN 
PEMERINTAH KABUPATEN R&JANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 
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DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ REJANG LEBONG, 

a . bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang 
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu 
dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang 
Lebong selaku koordinator, fasilitator, pengawas dan 
penyelenggara dibidang kediklatan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya; 

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Balai 
Pendidikan dan Pelatihan Danau Mas Harun Basta.ti 
Kabupaten Rejang Lebong, serta terwujudnya 
keselarasan dan keserasian dalam _perencanaan , 
pelaksanaan, pengawasan/pengendalian serta evaluasi 
dan pelaporan serta meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi pengelolaan pendidikan dan pelatihan antar 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lebih terarah, 
terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, maka diperlukan 
suatu kebijakan pendidikan dan pelatihan melalui sistem 
satu pintu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf. b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendidikan dan 
Pelatihan Aparatur Sipil Negara Melalui Sistem Satu 
Pintu pada Balai Pendidikan dan Pelatiban Danau Mas 
Harun Bastari di Lingkungan Pemerintah Kabupa<en 
Rejang Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik ladonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lemba.ran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang•Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diu bah terakhir dengan Undang•Undang Norn or 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang• 
Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang Pemecintahan 
Oaerah (Lembaran Negara Republik [n donesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Norn or 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854) ; 

6. Pemtumn Pemerlntah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor l I Tahun 2017 tentang 
Manajemcn Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 'fambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 'fahu.n 2007 
tentang Pedoman Pcnyelenggaraan Pendidikan dan 
PeJatt11an di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik [ndonesia Tahttn 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah denga.o Peratu ran Mcnteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Oaerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 
!93/Xlll/10/2001 tentang Pedoman Umum Dik.lat 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 
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Menetapkan 

11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor ll8) sebagaimana 
telab diu bab dengan Pera tu ran Daerah Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 
Tal,un 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rejang Leboo,g Tahun 2018 Nomor 
133); 

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Barang Milli< Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 134). 

MEMUTIJSKAN: 

PERATURAN BUPATI TE:NTANG PEDOMAN PENGEWLJ\AN 
PENDJDJKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA 
MELALUJ SISTEM SATU PINTU PADA BALA! PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN DANAU MAS HARUN BASTARI DJ LINOKUNGAN 
PEMERJNTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

BABI 
J<E'J'ENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerint.ahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Oubemur adalah Qubemur Bengkulu. 
4 . Bupati adalah Bupati Rejang Lebong. 
s. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Rejang Lebong. 
6. Satuan Kerja Perangkat Uaerah yang selanjutnya dislngkat SKPD adalah 

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
terdfri da.ri sekretariat daerah, sekretariat OPRD, dinas daerab, 1embaga 
teknis daerah, k.ecamatan, dan kelurahan. 

7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusla yang 
selanjurnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong. 

8. Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Da,ya Manusia Kabupaten Rejang Lebong. 

9. Balai Pendidikan dan Pclatihan yang selanjutnya disebut Balai Diktat 
adalah Balai Pendidikan dan PelatJhan Danau Mas Ha.run Bastari yang 
dimiliki dan dil<elo1a oleh Pemerintah Daerah. 

10. lnstansi yang berwenang adalah lembaga kementerian, non kementerian 
atau provinsi yang membidangi Oiklat.. 

1 l. Aparatur Sipil Negara yang selanj utnya disingkat ASN adalab profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawa.i pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dislngkat PNS adalah warga negara 
lndoncsia yang memenuhi syaral terterttu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
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secara. tecap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemenntahan. 

13. Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
disebut Dil<,lat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam 
rangka memngkatkan kemam p';lan Pegawai N~geri Sipil dengan jumlah jam 
pelaJaran m,mmal 40 Jam pelaJaran atau sek1tar empat hari dan memiliki 
struktur kurikulum. 

14. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat 
Kepemimpioan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan 
kemampu an Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untu k mencapai 
persyaratan kompetensi kepemimp!nan aparatur pemer!otah yang sesuai 
dengan jabatan stru cturnl. 

IS. Pendidikao dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disingkat Diklat 
Prajabatan adalah proses belajar mengajar yang diberlakukan terhadap 
Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat 
diangkal menjadi Pegawai Negeri Sipll. 

16. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disingkal Diklat Teknis 
adalah proses belajar mcngajar daJam rangka men ingkatkan kemampuan 
Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 
kompetensi teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pegawai Negeri 
S ipil. 

17, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya d is ingkal Diklat 
Fungsionai adalah proses belajar mengaj ar dalam rangka mencapai 
persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang scsuai dengan jenis 
jabatan rungsional. 

18. Kewenangan adalnh urusan pemerilltah yang menjadj tugns dan fungsi 
BKPSDM selaku pengawas, fas ilitator dan penyelenggara d i bidang 
kediklatan. 

19. Analisis Kebutuhan Diklat adalah proses identiftkasi kebutuhan terhadap 
diklat pada satuan/unit kerja da.lam lingkup Pemerintah Oaerah. 

20. Sertifikasi adalah pemberian pengakuan fonnaJ kepada lembaga diklat 
untuk melakukan kegiatan tercentu dan memperoleb hak memberikan 
pengakuan kepada peserta diklat dalam bentuk sertifikat kelulusan dalam 
s uatu diklat. 

21. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh 
pejabat yang berwenang dengan togas, tanggung jawab, wewenang untuk 
me,1didik, mengajar, dan/atau rnelatih PNS pada lembaga pendidikan dan 
pelatihan Pemerintah. 

22. Akre<litasi adalah pernyataan tertulis tentang kcwenangan lembaga Diklat 
u ntuk menyelenggarakan jenis dan jenjang Diklat terten tu yang d!nyatakan 
daJam keputusan instansi yang berwenang. 

23. Diklat Sistem Satu Pintu adalah pengelolaan pendidikan dan pelatihan yang 
terkoordinir antara BKPSDM dan SKPD di lingku ngan Pemerin tah Daerah 
rncliputi perenca.oaan, pelaksaoaan, monitoring, evaluasi dan rasiJitasi, 
dengan sistem satu pintu. 

BAB 11 
TUJUAN DAN SASARAN 

Pasa12 

(l} Tujuan Peraturan Bupati ini adalab terwujudnya keselarasan dan 
kesc.rasian dalam perencanaan, pelaksanaan, pengeodalian serta evaJuasi 
dan pelaporan dalam suatu pengelolaan Oiklal yang lebib terarah, terpadu, 
efektif, efisien, berkelanjutan dan akuntabel. 

(2} Sa.saran Peraturan Bupati !ni adalah t.erwujudnya penyelenggaraan 
kedikJatan yang efisien. efekti.f, e.konomis dan profesionaJ. 
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BAB IJl 
RUANO LINGKUP 

Pasal3 

( J J Urusan Pemcriotah Oaerah di bidang Diklat berada pada BKPSDM. 
12) Vrusao Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) tennasuk 

semua kegiatan Diklat dan pengembangan kompetensi sumber daya 
manusia PNS yang diJaksanakan oleh SKPD. 

(3) Kewenangan BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) meliputi : 
a. pengelolaan so.rana dan prasarana kediklato_n; 
b. perencanaan pelaksanaan pendidil<an formal, Diklat Prajabatan dan 

Struktural, Diklat Tekois dan l'ungsional bagi PNS di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

c. pemetaan/ bazeting kebutuhan pencliclikan formal, Diklat Prajabatan dan 
Struktural, Diklat Teknis dan Fungsional bagi. PNS di Ungkungan 
Pemerintah Daerah; 

d . pengoorclinasian pelaksanaan pendidikan formal, Diklat Prajabatan dan 
St.ruktural, Diklat Teknis dao Fungsional bagi PNS di lingkungan 
Pemerinta.h Daerah; 

e. pelaksanaan kegiatan pendidikan formal, Diklat Prajabatan dan 
Struktural, Oil<lal Tekni.s dan l'u ngsional bagi PNS d i lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

f. pelaksanaao monitor dan evaluasi kegiatan pendidikan formal, Diklat 
Prajabatan dan Struktural, Diklat Teknis dan Fungsional bagi PNS di 
lingkungan Pemerintah Daerah; 

g. pelaporan basil kegiatan pendidikan formal, Diklat l>rajabatan dan 
Struktural, Dilda, Teknis dan Fungsional bagi PNS di lingkungan 
Pemerintah Dacrah; 

b. pcmetaao/l>azeting kebutuhan bagi PNS di lingkungan Pcmcrintah 
Daerah; 

i. menyiapkan bahan-bahan dan dokumen kerjasama dengan lembaga
lembaga pendiclikao untu k pelaksanaan kegiatan pendidikan formal; 

j. menyampaikan infonnMi kepada perangkat daerah guna menj aring 
minat terhadap penawaran pencliclikan formal yang akan dilaksanakan; 
dan 

k. pelaksaoaan fungsi lain cli bidang diklat. 
(4) Untuk melaksanakan kewcnangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), 

BKPSDM mempunyai tugas mengeloln pelaksanaan Oiklat Prajabatan dan 
Diklat Struktural maupun Fungsional serta bimbingan teknis bagi PNS di 
lingkungan Pemerintah Daerah. 

BABIV 
JENIS DJKL.AT 

Pasal 4 

( I) Jenis Diklat yang diselengsarekan oleh BKPSDM meliputi : 
a. Diklat J>rajabatao Golongan J, D dan Ill; 
b. DiklR.t Kcpemimpinan Tingkat IV, LIi dan 11; 
c. Diklat Teknis; dan 
d. Diklat Fungsional. 

(2) S KPD dapat melak.sanakan kegiatan Diklat sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dan huruf d serta kegiatan pengembangan surnber 
daya manusia la.innya seperti bimbingan teknis, orientasi, lokakaJya, 
seminar, simposium, sosialisasi dan sejenisnya apabi.la waktu 
pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (d ua) hari dan/atau setara dengan 20 
(dua puluh) jam pelajaran setelah mendapatkan persetujuan pelaksanaan 

n: e~; ta: o:;h Kepala BKPSDM. 
5 

:, _.,.__ -)~·• ·:·,, ·: 

5c ~~- ~ 
Car,Sc. fl'l<> 1-•' • 



BABV 
PERENCANMN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN PELAKSANMN DIKLAT 

Bagian Kesatu 
Perencanaan Kebijakan Diklat 

Pasal 5 

(I) Percncanaan kebijakan Diklat dalam liogkup Pemerintah Daerah menjadi 
tanggungjawab BKPSDM dengan berkoordinasi dan difasilitasi oleh lnstansi 
yang benvenang. 

(2) Perencanaan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
merupakan kebijakan dalam rangka pengembangan kuaJitas sumber daya 
manusia PNS yang didasarkan pada kebutuhan atas kompetensi jabatan 
padaSKPD. 

(3) Dalam penyusunan perencanaan kebijakan Diklat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Analisis Kcbutuhan DikJat pada 
BKPSDM. 

(4) Tim Analisis Kebutuhan Diktat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 
dari unsur BPKSDM, SKPD dan unit kerja terkait lainnya yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

{S) Hasil perencanaan kebijakan DikJat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
dituangkan dalam rencana strategis BKPSDM. 

Bagian Kedua 
Perencanaan Program Dil<lat 

Pasal 6 

(I) DaJam menyusun perencanaan program Diklat, SKPD melakukan 
identifikasi kebutuhan Diklat berdasarkan hasil analisis jabatan dan 
menyampaikan usulan perencanaan program Diklat kepada BKPSDM. 

(2) BKPSDM melalui Tim Analisis Kebutuhan Diklat melakukan kajian terhadap 
usu Ian perencanaan program Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat ( I). 

(3) Perencanaan program DikJat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), antara 
lain mclipu ti : 
a. penyusunan standarisasi kompetensi khusUsj 
b. penyusuns n kurikulum dan modul pemhelajaran Diklat Teknis dan 

li'ungsional; 
c. pengembang,an kompetensi widyaiswara; 
d . bimbingan teknis; 
e. evaluasi DikJat; 
f. Diklat Prajabatan; 
g. Diklat Kcpemimpinan; 
h. Diklat Teknis; 
i. Diklat FungsionaJ; 
j . pendidikan umum dalam rangka peningkatan kompetensi PNS; daa 
k. kerja sama dalam pengembangan DikJat. 

(4) Dalam rangka sinkronisasi dan efektivitas pelaJ,sanaan program Diklat, 
penyusunan perencanaan program Diklat sebagaimana dlmaksud pada ayat 
(! ) dikoordinasikan terlebih dahulu melalui lnstansi yang berwenang. 

Bagian Ketiga 
Perencanaan Pelaksanaan Dildat 

Pasal 7 

(1) Rencana pelaksanaan Diklat dilakukan oleh BKPSDM. 
(2) Rcncru1a pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pad a ayat { I), 

dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK). 
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(3) KAK scbagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan deskripsi 

pelaksanaan Diktat meliputi jenjang Diklat, program Diktat, peserta Diklat, 
widyaiswara, a1at banru be1ajar, bah.an ajar, jadwal, pembiayaan dan sarana 
prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal8 

(I) Penyusunan rencana pela.ksanaan Diklat Leknis/fungsional tertentu dan 
pen_gembangan kompetensi s umber daya manusia dapat dilaksanakan oleh 
SKPD secara mandiri tanpa difasilitasi oleh BKPSDM setelah mendapatkan 
rekomendas! kelayakan dan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari Kepala 
BKPSDM, dengan ketemuan ; 
a. Diklat tcknis/fungsional tertentu dan pengembangan kompetensi 

sumbcr daya manusiayang pelaksanaannya tidak lebih dari 2 (dua) hari 
dan/atau setara dengan 20 (dua puluh) jam pelajaran; atau 

b. Diklat teknis/fungsional terteotu dan pengembangan kompetcnsi 
sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga 
Pemerintahan, Pemerintah Provinsi atau Perguruan Tinggi Negeri 
Terakreditasi A. 

(2) Rekomendasi kelayakan dan persetujuan pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diberikan paling lama 3 (tigaJ hari 
kerja setelah rencana dimaksud dikoordinasikan oleh SKPD pelaksana 
kepada BKPSDM. 

(3) Dalam ha! rekomendasi kelayakan dan persetujuan pelaksanaan kegiatan 
tidak dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), mal<a SKPD pelaksana dapat melaksana.kan kegiatan dimak.sud . 

BABVI 
PELAKSANAAN DlKLAT 

Bagian Kesatu 
Persiapan Pelaksanaan Diklat 

Pasal 9 

(I) Setlap penyelcnggaraan Diklat dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan 
kegiatan Dil<lat dalam bentuk pedoman atau buku panduan pelaksanaan 
Diktat yang telah dikoordinasikan terlebib dahulu melaJuj lnstansi yang 
berwenang di bidang Dilda\. 

(2) Pedoman atau buku pandttan pelaksanaan Dil<lat sebagaimaoa dimaksud. 
pada ayal ( I) menggambarkan seluruh l<egiatan yang memuat antara lain 
nama/kode diktat, tujuan, kurikulum, calon peserta, jangka waktu, tempat, 
tenaga panitia, tenaga pelatjh atau instruktur dan pembiayaan . 

(3) Pedoman atau buku panduan pelaksanaan Diktat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) menjadi acuan daJam pelaksanaan Dil<lal. 

PasaJ 10 

Untuk mendukung pelaksanaan Diklat dibentuk Panitia Pelaksana Diklal yang 
terdiri dari unsur BPKSDM, SKPD dan unit kerja terkait lainnya yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan Diktat 

PasaJ 11 

( I) Diktat dilaksanakan oleh BKPSDM di Babu Diklat. 
(2) Set.iap mata Diklat dibina oleh instruktur/widyaiswara untuk menjamin 

terlaksananya sekuen (urutan) pembelajaran. 
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. (3) 1nstn1ktur/widyaiswara scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

mempcrsiapkan penjabaran kurikulllm atas mata Diklat yang akan 
diajarkan berupa baha,i ajar dan menyusun Garis-Garis Besar Program 
Pembelajaran (GPPB) serta Satuan Acara Pembelajaran (SAP) . 

(4) Pratest dan posttest wajib diadakan bagi setiap pelaksanaan Diklat. 

Bagian Ketiga 
Peserta Diklat 

Paragraf I 
Diklat Kepemimpinan Tk. II, lII dan IV 

Pasal l2 

(I) Calon peserta Dildat Kepemimpinan Tingkat JI, 111 dan IV adalah PNS yang 
telah menduduki jabatan struktural eselon II, Ill dan IV. 

(21 Bagi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat JI, III dan JV yang belum 
menduduki jabatan struktural eselon II, Ill dan IV wajib mengikuti seleksi 
akadcmik dan dinyatakan lulus serta memcnubi peryaratan lainnya sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

(3) Seleksi akademik sebagaimana dlmaksud pada ayat (21 dilaksanakan oleh 
BKPSDM dengan lnstansi yang berwenang. 

(4) Persyaratan tentang kepesertaan sebagain, ana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) berdasarkan ketentuan yang diatur oleh lnstansi yang berwena.r,g. 

Paragraf2 
Diklat Prajabatan Golongan III, II dan I 

Pasal 13 

{I) ca1on peserta Diklat Prajabatan Golongan Ill, II dan I adalah CPNS 
Golongan JU, LI dan I yang telah memenuhi syarat untuk mengikuli Diklat 
sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh lnstansi yang 
berwenang. 

(2) Tata cara pencalonan, seleksi dan pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan 
JIJ, II dan I berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Instansi yang 
berwenang. 

Paragraf 3 
Diklat Teknis 

Pasal 14 

(1) Persyaratan ~rta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan 
peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugasnya dan mendapat 
rekomendasi dari Kepala BKPSDM. 

(2) Jumlah pescrta Diklat teknis maksimal 40 (empat puluh) orang tiap 
kelas/angkatan. 

Paragraf4 
Diklat Fungsional 

Pasal 15 

(1) Persyarata~ peserta Diklat l'ungsional adalah PNS yang akan atau telah 
menduduki Jabatan fungsional dan memitiki komptensi sesuai yang 
dtpersyaratkan dalam pelaksanaan Diklat F'ungsional tertentu. 

(2) Jumlab peserta Diklat teknis maksimal 40 (empat puluhl orru1g tiap 
kelas/ angkatan. 
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BAB VII / MONITORING, EVALUASI, AKREDITASI, SERTIFIKASI DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Monitoring 
Pasal 16 

BKPSDM melakukan monitoring dan evalunsi penyelenggaraan Diklat mulai dari 
tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pasca diktat. 

Bagian Kedua 
Evaluasi 
Pasal 17 

(I) Evaluasi pelaksanaan Diklat bertujuan u ntuk mengukur tingkat 
keberhasUan pelaksanaan Diklat. 

(2) Evaluasi pelaksanaan Diklat meliputi : 
a. evaluasi peserta yang dilakukan oleh widyaiswara/pengajar, 
b. evaluasi widyaiswara/tenaga pengajar yang dilakukan panitia/peserta; 
c. evaluasi pelaksanaan Diklat yang dilakukan oleh widyaiswara/peser ta. 

(3) Evaluasi pelaksanaan Diklal dilakukan dengan mengguna.kan instrumen 
evaluasi yang disusun oleh BKPSDM berdasarkan pedoman yang di tetapkan 
oleh lnstansi yang berwenang. 

(4) Hasil eva.Juasi pelaksanaan Diklat d ituangkan da lam bentuk laporan 
pelaksanaan yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan 
sekaligu s bahan masukan dalam rangka penyempumaan pelaksanaan 
Diktat ben'J<utnya . · 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Pasca Diklat 

Pasal 18 

(l) Evaluasi pasca diklat dilakukan paling lama I (sat u) tahun setelah 
pelaksanaan Diklat. 

(2) Dal am hal evaluasi pa sea diklat sebagaima na dimaksud pad a ayat ( 1) 
tennasuk evaluasi pelaksanaan dan evaluasi alumni diklat. 

(3) Dalam hal evaluasi alumni diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dllaksanakan u ntuk menilai hasil pelaksanaan diklat yang meliputi : 
a. kemampuan dan pendayagunaan alumni Diktat; 
b. sejauh mana para a lumni Diklat mampu menerapkan pengetahuan dan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan dalam 
jabatan yang dipangkunya; 

c. sejauhmana para alumni Diklat didayagunakan potensinya daJam 
jabatan struktural, fungsional, dan tugas teknis; 

d. pcngukuran sejauhmana manfaat dan dampak kontribusi alumni 
Diklat terhadap peningkatan kinerja organisasi . 

14) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksu d pada ayat (l} d.ilakukan oleh 
BKPSDM. 

(5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan 
tembusan kepada lnstansi yang berwenang. 

Bagian Keempat 
Akreditasi dan Sertifikasi 

Pasal 19 

(1 ) Akrcditasi program Diklat dilaksanakan oleh lnstansi yang be.rwenang 
untuk mcnentukan kelayakan penyelenggaraan Diklat dimaksud. 

(2) Pelaksano.an akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) berdMarkan 
ketcntuan yang diatur oleh lnstansi yang berwenang 
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Pasal20 

/ (1) Setiap peserta dildat, penyelenggara diklat dan widyaiswara diberikan 
keterangan. 

(2) Keteranga11 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: 
a. Surat Tonda Tamat Pendidikan da.n Pelatihan (STIPP) bagi peserta yang 

dinyatakan lulus; 
b. Surat Keterangan bagi widyaiswara; 
c. Piagam bagi pelaksana dildat. 

(3) Kewenangan penandatanganan STIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebagai berikut : 
a. Diklatpim Tingkat IV ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

dengan kode Registrasi dari lnstansi yang ben venang; 
b. Diklatpim Tingkat III ditandatangani oleh Pcjabat Pembina Kepegawaian 

Propinsi dan Pimpinan lnstansi yang berwenang dengan kode Registrasi 
dari lnstansi Instansl yang berwenang; 

c. Diklatpim 1'ingkat II ditandatangani oleh Kepala Lembaga Administrasi 
Negara; 

d. Dildat Telm is ditandatangani oleh Kepala Badan Diklat Propinsi atau 
Pimpinan Lembaga Tcknis tcrkait (yang dikerjasamakan) dan Bupati 
deagan kode registrasi dari BKPSDM; 

e. Diklat Fu ngsional ditandatangani oleh Kepala Badan Dildat Propins i 
atau Pimpinan lnslansi £i'ungsional Terkait (yang dikerjasamakan) dan 
Bupati dengan kode registrasi dari BKPSDM; 

r. Diktat Prajabatan Oolongan I, II dan ID ditandatangani oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian dengan kode registrasi dati lnstansi yang 
berv.•enang. 

(4) Surat Keterangan dan Piagam dltandatangani oleh Kepala BKPSDM. 

Ba.gian Kelima 
Pe.Japoran 
Pasal 2 1 

Hasil pelaksanaan kegiatan pengemhangan SDM ditu.angkan dalam bentuk 
laporan pelaksanaan yang diarsipkan oleh BKPSDM dan ditembuskan kepada 
lnstansi yang be,wenang paling lama l 4 (empat belas) hari setelah pelaksanaan 
kegiatan. 

BAB VIII 
PEMBIAYMN 

Pasa.122 

(1) Pembiayaan dalnm rangka penyelenggaraan Diklat pada lingkup Pemerintah 
Daerah bersumber dari Anggaro.n Pendapatan dan Belanja Daerah. 

(2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangaa. 

BABIX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

PasaJ23 

( l) BKPSDM dapat melaksanakan Diklat pada Balai Dildat yang pesertanya 
berasal dari luar Pemerintah Daerah. 

(2) Pelaksanaan Dildat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 
dan difasilitasi olch lnst.ansi yang berwenang. 
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BABX 
KETENTUAN PE:NUTUP 

Pasal24 

Peraturan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahl<an pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Belita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

Ditetapkrun di Curup 
Pada tanggal '.2.8 OIMi,W- 2019 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 

H. HIJAZI 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 'UI O\<kV\c,,r 2019 

H. R. A, DENNI . •.~----
• l, .: r: /, ' : 
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SERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBON() TAHUN 20 
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